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. Kembali

pada Niat

~ Pejabat

BI*JAKA.N p

langgar hukum mest} tetap diproses
secara hukum. Ini mengacu pada
Undang-undang nomor 31 tahun 2009
jo. U)‘Tdang-undang ‘mpmor 20 tahun

2001 pasal 2 ayat 1 yang selam ada mathgu
selalu dipakai Komisi Pemberan san sangkutan t1 ak

melawan hukum, memperkaya
sendiri, menguntungkan orang lai
atau korporasi dan dapatYm 1
keuangan negara,” ujarnya.
Kata dia, seBenamya kalau ti

 Di sisi laip, pihak BPK

‘biasanya menjberi waktu 60

harikepada kepala daerah un-
tuk menindaklanjuti temuan-
- nya terkait pefggunaan ang-
 garan. “Jadi| sebenarnya

| kalau pejabat flersebut benar

| menjalankan proyek-proyek
- didaerah bisa hengantisipasi
hal ini. Karenalada waktu 60
hari komunikasi dan klari-
fikasi ke BPK. Apabila hanya
kesalahan bigsa memang

hanya dikenakfin sanksi ad-

~ tetap harus dlprosekselam

n, "J atifnya

S pejabat yang ber-
dg;lu takut. Dengan

Korupsi (KPK) untuk menjerat ko- ¢ Presiden Jokowi
ruptor, khususnya pejabat pemeﬁ { m tedaranuntukhal
,komltmen{ yang menangani berb btu kemarin. :

proyek di pusat maupun di daerah. Kalau at dari unsur pidan-
“Ada beberapa unsur pidana ya : an a, te| kar, tentunya kebi-
‘yang bisa dipakai yakni setiap o . anya ambil pe;abatm

ministrasi sesuai Un‘da -un- ka
dang nomor 30 tahun m14 R ”:
kata Ramly.

Bagi dia, tidak ada pen-
garuhnya (SE) karena kalau
ditemukan unsur pidana

itu sudah cukup waktu bagi
pejabat daerah untuk klari- 1
fikasi 60 hari temuqn BPK, .'
ujarnya.
Surat edaran 1tn, kata
Ramly, ha}? sebagai peng-

gerak dan motivasi kepada
pejabat daerah agar ﬁ‘: i
ragu atau HPkut meng;
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lmslahf peferintah melalui Sekretari% Kabinet (Seskab) m ngeluarﬁan urat

edaran (SH bahwa kesalahan administratif tak bisa dipida akan, disat sisn
dinilai bija manguntungkan koruptor karena dapat melethahkan penegak

: hukum dalam memberantas kerupsi.: 1 8

+
{

D sisi lain, 'penegak hukum tidak bisa

*_ diintervensi karena SE itu sifatnya hanya AT A fa
imbauan. Sehingga pelanggaran adminis- “Di B_al': dari pulu-
tiatif yang merugikan keunagan negara, han kasus korupsi.

" ! u harus diproses sesuai dengan hukum { ol
ang berlaku. . termasuk 22 kasus
Di Bali, dari puluhan kasus koru- korupsi hingga

psi, termasuk 22 kasus korups1 hingga l 3
perbengahansemestertahunml, banyak : _Pejfngahan se-
perkgmkkomﬁlyang sengatla?al dwulrahkamt mester tahun ini, .
epada kesalahan administrasi semata am ¢
rl’;tama diarahkan oleh tim penasihat banyak pﬁﬁkara ko- .
h umnya. Namun ujungnya, hakim tetap  rupsi yang sengaja
mengatakah itu bersalah karena atas kewenangan- di a}h an kepad
nya bisa menyebabkan kerugian keuangan negara. apada’
Tak jarang, 1r]nilan;{pulaslis admmgstram dl]}:akal kedok kesalahai\s’dmml&
untuk memuluskan aksi pejabat atau kuasa peng- i “
guna anggaran. tl‘*l S b ata
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dari pele
penindaka
“Untuk i
kita masi
tunjuk pim

jelasnnya.

SE itu sejs
kan pejabat

hingga p1
pemerint
dah dan ¢

karena i
ampaikan
daerah.

Praktisi!
Pasek me

Cukup Memperbaiki

ketahuan, maka
-buru _meny_ebut

i ap1 SE itu, apa
dilakukan Kejati

agai lembaga yang

dnangani perkara
Jubir Kejatl Bali,

1 lsoal SE itu. Na-
belum mau men-
gatakan hahwa itu bagian
ahan penanganan

kasus korupsi.

plementasinya,

menunggu pe-
pinan, dalam

hal ini Keéjaksaan Agung,”

Dia mengatakan, bahwa
inya memudah-

untuk melaku-

kan eksekusi program, se-
ogram-program
1 h dengan mu-
pat bisa dilaku-
kan. Hanya, dia tidak mau
berkome%r lebih banyak,

(SE) juga dis-

ke pemerinah

hukum Nyomah

korupsi, kok ke

an itu? Ini be-

erikan peluang:

Menurut Pasek, kesalahan
administratif menjadi petun-
juk terjadinya korupsi. Jika
hal itu dilegalkan maka ben-
turan aturan akan terjadi,
meskipun SE tersebut tidak
menerabas undang-undang
yang ada. “Dikeluarkannya
SE itu patut dipertanyakan?
Undang-undang pun, kalau
ada_yang benturan, pasti
dipilih yang memihak pub-
lik. Korupsi yang ada selama
ini karena kesalahan admin-
istratif. Jika administratif

: traktor A. Tetap1

ini dimainkan akan muncul g

korups

besar-besaran,” un- h

gkapnya. : i

Tak Terhambat
Ketua BCW Bali, Putu

Wirata Dwikora, Sabtu ke- |

marin, mengatakan, SE
tersebut tidaklah bisa me-
mentahkan UU karena SE

itu hanya berupa imbauan. -

“Jadi, penegakan hukum
tidak akan terhambat oleh
SE tersebut,” tegasnya.

Pelanggaran admin-
istrasi semata, memang
tidak bisa dipidana, namun
pelakunya bisa ditegur dan
diberi sanksi sesuai aturan
dan keputusannya. Yang
menyimpang bisa digugat
ke PTUN. Tetapi kalau
pelanggaran administrasi
bersamaan dan berkaitan
dengan kerugian negara,
atau menguntungkan orang
lain, atau korporasi atau
menguntungkan perseoran-
gan, tetap harus d1prbses
pidana.

Diaij mencontohkan,
sebuah keputusan tender
yang memenangkan kon-

- ada yang mengatur

emudian
pemilik otoritas mem111h
kontraktor B dan ketika ter-
ungkap mengaku khilaf ad-

‘muanya tidak bisa
dan tidak semuany
gandung unsur pi
sebutnya.

admlmstra%nya

memastikannya penegak hu-
kum tetap h rus melakukan
penyelidikan sesuai meka-
nisme KUHAP dan hukum
acara lainnya.

Sebelumnya, kebijakan
pemerintah melalui Sek-
retaris Kabinet (Seskab)
mengeluarkan SH bahwa
kesalahan administratif tak
bisa dipidanakan, dinilai
bakalan menguntungkan
koruptor karena dapat me-
lemahkan penegak hukum
dalam memberantas koru-
psi. Namun, SE itu juga dini-
lai sebagai suatu imbauan
semata untuk pejabat yang
akan melakukan eksekusi
tehadap program ya gsudah
terencana.

Pasalnya, SE 1tu posis-
inya dinilai masih di bawah
UU yang sebelumnya sudah

Lentang
pidana korupsu yakni UU
No.31 tahun' 1999 tentang
Tipikor, sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah
dengan UU No.20 tahun-
2002, tentang perubahan
| atas UU No. 31 tahun 1999.
1(asa) $
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perda APBD-P

ke Dewan

Belum Diajukan

~ Rroyek Besar Ditu

|

nda

Amlapura '(E
Ranperda A
lum diserahka

juga tak bisa d

i Post) - e
BD Perubahan 2015 belum tuntas dan be-
eksekutif ke DPRD Karangasem. Karena
gan APBD-P itu, selain pemilihan perbekel
am ditunda, proyek fisik berskala besar
erjakan pada sisa waktu tahun ini.

Hal itu diakui Sekda Kara-
ngasem, Ir. Gde 4
di, Jumat (4/9) di
Adnya mengata
gan kegiatan angg
baru saja seledal \
Namun, RKA itu meski diveri-

fikasi lagi oleh t{im anggaran

eksekutif guna penyamaan
persepsi, sehingga gamblang
disampaikan ke DPRD. Dia
mengakui dengan molornya
RAPBD-P ini, memang proyek
fisik yang berskala cukup besar
terpaksa ditunda. Proyek fisik

besar bakal diajukan lagi un-

“pengajuan dan pembahasan
~ KUA/PPAS ke tim anggaran

di DPRD, kami sudah sepakat.
Proyek fisik berskala besar
ditunda dan diajukan pada
APBD Induk 2016. Soalnya,
tidak mungkin proyek besar
dikerjakan dalam sisa waktu
tahun ini. Soalnya, proyek
besar karena anggarannya
lebih dari Rp 200 juta, tentu
harus melalui tender rekanan.
Panitia pengadaan barang dan
jasa, paling tidak perlu waktu
dua bulan lebih untuk proses
tender proyek,” paparnya.
Beberapa contoh proyek
besar yang ditunda, seperti
proyek pembangunan jem-
batan Sidemen ke Luah, Desa
Sangkan Gunung. Jembatan
kayu itu ambruk dua bulan
lalu karena keropos dimakan
usia. Selain itu, proyek pem-
bangunan dua kantor camat
yang mangkrak tahun lalu.
Dua proyek kantor camat pada
2014 tak berhasil diselesaikan
oleh kontraktor yakni proyek

pembangunan kantor Camat
Abang dan Sidemen. Kedua
proyek itu dibantu melalui
Bantuan Khusus Keuangan
(BKK) pusat. Namun, kedua
proyek itu baru selesai sekitar
50 persen.

Soal kapan RAPBD-P itu dis-
etor ke DPRD, Adnya menga-
takan pihaknya akan mengge-
lar rapat tim anggaran. Dari
sana baru akan diketahui dan
diputuskan, kapan RAPBD-P
itu bisa diajukan ke Badan
Anggaran DPRD. (013)
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